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Abstrak
 

Kehadiran bank syariah di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Transaksi yang dijalankan dalam

bank syariah diharapkan berdasar pada ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perjanjian Islam.

Penulis mengkaji secara yuridis mengenai prinsip perbankan syariah berdasarkan syariah Islam dengan

peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah pada bank syariah (murabahah, musyarakah dan mudharabah), untuk mengetahui bagaimana bentuk

peijanjian dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di bank syariah, apakah telah memenuhi syarat

secara syariah Islam dan peraturan perundang-undangan, bagaimana jika terdapat ketentuan hukum yang

berasal dari peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bagaimana

cara penyelesaianya jik a teijadi sengketa antara bank syariah dengan nasabahnya.

Pembuatan peijanjian atau akad pembiayaan didasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan

Syariah Nasional yang mengatur tentang pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah.

Terdapatnya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

diperbolehkan, dengan syarat tidak bertentangan al-Quran dan as-Sunnah. Dalam peijanjian pembiayaan

murabahah, musyarakah dan mudharabah terdapat klausul dimana para pihak memilih lembaga penyelesaian

perselisihan atau sengketa di Badan Syariah Nasional. Namun pada saat ini telah diundangkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang

Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian

perselisihan atau sengketa yang terjadi antara bank syariah dengan nasabahnya. Dengan demikian,

pengaturan pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan hendaknya segera dilengkapi, dan aturan-aturan

tersebut mengatur lebih rinci mengenai hal-hal yang sedang berkembang dalam bisnis saat ini. Sehingga

diharapkan kegiatan usaha perbankan syariah dapat beijalan lebih baik. Selain itu, terdapatnya ketentuan

peraturan perundang-undangan dalam akad pembiayaan berdasarkan prinsip syariah hendaknya dilakukan

pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Dewan Syariah Nasional, mengingat berlakunya suatu

peijanjian ditentukan pada akad-akad tersebut, dan hasil pengawasan dapat digunakan untuk membuat

aturannya lebih lanjut.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tentang bank syariah hendaknya pengawasan terhadap

kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan oleh Bank Indonesia yang memiliki kewenangan melakukan

pengawasan terhadap perbankan di Indonesia, dimana selama ini Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah

Nasional dan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan organisasi dibawah satu naungan Majelis Ulama

Indonesia. Sedangkan mengenai penyelesaian perselisihan pada perbankan syariah, hendaknya lembaga

penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam perbankan syariah dilakukan secara alternatif. Sehingga para

pihak bebas menentukan kehendaknya dan tidak diharuskan atau ditentukan hanya memilih salah satu
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lembaga saja. Dengan demikian pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan atau sengketa yang teijadi

hendaknya segera diselaraskan guna terciptanya kepastian hukum dan perbankan syariah dapat berkembang

lebih baik lagi.


